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Abstrak  

Mutu pelayanan kesehatan merupakan indikator penting keberhasilan sistem kesehatan nasional, khususnya dalam 

pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan rawat jalan kepada peserta BPJS. Seiring 

dengan perkembangan teknologi, transformasi digital kesehatan menjadi salah satu pendekatan utama dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan pasien. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara mutu pelayanan 

rawat jalan dan tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan dengan menekankan peran digitalisasi layanan kesehatan. 

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berbasis protokol PRISMA 2020 terhadap artikel 

empiris yang dipublikasikan pada periode 2018–2025. Pencarian literatur dilakukan melalui database PubMed, Scopus, 

ScienceDirect, dan Garuda. Artikel yang terpilih dianalisis menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi tema utama, 

variabel kunci, dan pola temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan, yang mencakup 

dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan kompetensi, empati, dan sarana pendukung, memiliki hubungan positif dan 

signifikan dengan kepuasan peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti rekam medis elektronik, 

sistem antrean digital, dan aplikasi Mobile JKN terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, serta pengalaman layanan 

pasien. Digitalisasi layanan kesehatan berperan sebagai faktor penguat yang memperkuat hubungan antara mutu pelayanan 

dan kepuasan peserta BPJS. Oleh karena itu, peningkatan kepuasan peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas memerlukan 

integrasi antara peningkatan mutu pelayanan konvensional dan penguatan transformasi digital kesehatan secara 

berkelanjutan. 

Kata kunci: Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien, BPJS Kesehatan, Puskesmas, Digitalisasi Layanan Kesehatan 

1. Latar Belakang 

Mutu pelayanan kesehatan merupakan indikator fundamental dalam menilai keberhasilan sistem kesehatan 

nasional, karena mencerminkan kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan yang aman, efektif, 

tepat waktu, berorientasi pada pasien, dan berkeadilan. Dalam konteks Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 

dikelola oleh BPJS Kesehatan, mutu pelayanan memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kepuasan peserta, 

loyalitas penggunaan layanan, serta kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional (WHO, 2021; BPJS 

Kesehatan, 2023; Kementerian Kesehatan RI, 2024). Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

pertama (FKTP) memegang peran strategis karena menjadi pintu masuk utama peserta BPJS dalam memperoleh 

pelayanan rawat jalan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif (Kemenkes RI, 2023; Pratama & 

Hidayat, 2024). 

Seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik, peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan tidak lagi dapat dilepaskan dari agenda transformasi digital sektor kesehatan. Organisasi Kesehatan 

Dunia menegaskan bahwa digitalisasi merupakan pilar utama penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan 

efisiensi, transparansi, kontinuitas layanan, dan pengalaman pasien (WHO, 2021; WHO, 2022). Di Indonesia, 

transformasi digital kesehatan diwujudkan melalui penguatan ekosistem data kesehatan nasional, integrasi sistem 

informasi fasilitas kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi di layanan primer, termasuk Puskesmas 

(Kemenkes RI, 2023; Kemenkes RI, 2024). 
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Pada level operasional, penerapan teknologi digital di Puskesmas meliputi Rekam Medis Elektronik (Electronic 

Medical Record/EMR), aplikasi Mobile JKN, serta sistem antrean digital. Implementasi EMR bertujuan 

meningkatkan keakuratan pencatatan klinis, mempercepat alur pelayanan, dan memperbaiki koordinasi antar 

tenaga kesehatan (Permenkes RI No. 24 Tahun 2022; Kusumastuti et al., 2021; Rahmawati et al., 2022). Sementara 

itu, aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta BPJS mengakses informasi kepesertaan, melakukan pendaftaran 

pelayanan, serta mengambil nomor antrean secara daring, yang berdampak pada pengurangan waktu tunggu dan 

peningkatan persepsi kemudahan layanan (Setiawan et al., 2022; Sari et al., 2024; BPJS Kesehatan, 2023). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kepuasan pasien, khususnya pada layanan rawat jalan. Dimensi mutu pelayanan yang sering digunakan dalam 

mengukur kualitas layanan kesehatan mengacu pada kerangka SERVQUAL, yang meliputi tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy (Parasuraman et al., 1988; Tjiptono, 2017). Studi-studi empiris terbaru di 

Indonesia menegaskan bahwa kelima dimensi tersebut masih relevan dalam konteks pelayanan BPJS Kesehatan, 

baik di rumah sakit maupun di Puskesmas (Rachmawati et al., 2020; Lestari et al., 2021; Wahyuni et al., 2023; 

Nurhayati & Prakoso, 2024). 

Namun demikian, kehadiran sistem digital telah mengubah cara pasien berinteraksi dengan layanan kesehatan dan 

menilai mutu pelayanan yang diterima. Kepuasan peserta BPJS tidak lagi hanya ditentukan oleh interaksi langsung 

dengan tenaga kesehatan, tetapi juga oleh kualitas sistem digital yang digunakan, seperti kemudahan penggunaan 

aplikasi, kecepatan sistem antrean, kejelasan informasi, dan keandalan sistem informasi kesehatan (Alshammari 

et al., 2022; Pratama & Hidayat, 2024; Sari et al., 2024). Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa 

digitalisasi layanan dapat berperan sebagai variabel mediasi atau moderasi yang memperkuat hubungan antara 

mutu pelayanan dan kepuasan pasien (Kurniawan et al., 2022; Novita et al., 2023; Rahman et al., 2024). 

Meskipun demikian, implementasi transformasi digital di Puskesmas masih menghadapi berbagai tantangan, 

terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi 

digital tenaga kesehatan, serta ketidaksiapan organisasi menjadi faktor penghambat optimalisasi pemanfaatan 

EMR dan layanan digital lainnya (Handayani et al., 2021; Kemenkes RI, 2023; Rahman et al., 2024). Kondisi ini 

berpotensi menciptakan kesenjangan mutu pelayanan antar wilayah, yang pada akhirnya berdampak pada 

ketidakmerataan tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan. 

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hubungan mutu pelayanan rawat jalan dengan tingkat kepuasan 

peserta BPJS Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, dengan memasukkan perspektif transformasi digital 

kesehatan, menjadi sangat relevan dan penting. Kajian ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis mengenai 

mutu dan kepuasan dalam layanan kesehatan publik, tetapi juga memberikan dasar empiris bagi perumusan 

kebijakan dan strategi peningkatan mutu layanan Puskesmas berbasis teknologi digital. 

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara organisasi sektor publik menjalankan 

fungsi administrasi, pelayanan, dan pengambilan keputusan. Digitalisasi mendorong pergeseran paradigma tata 

kelola publik dari model birokrasi tradisional menuju digital government yang menekankan efisiensi, transparansi, 

dan orientasi pada kebutuhan warga negara (Vial, 2019; Mergel et al., 2019). Pemerintah tidak lagi beroperasi 

dalam lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi, melainkan menghadapi kondisi yang semakin dinamis, 

kompleks, dan penuh ketidakpastian akibat percepatan inovasi teknologi, perubahan regulasi yang cepat, serta 

meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas dan kecepatan layanan publik (Dunleavy et al., 2006; 

OECD, 2020). 

Dalam konteks perubahan tersebut, manajemen sumber daya manusia (MSDM) publik memegang peran strategis 

sebagai penggerak utama transformasi organisasi. SDM aparatur tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana 

kebijakan, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam mengelola pengetahuan, memanfaatkan teknologi digital, dan 

memastikan keberlanjutan kinerja organisasi publik (Perry & Hondeghem, 2008). Transformasi digital yang 

berhasil sangat bergantung pada kesiapan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam memahami serta 

mengintegrasikan teknologi ke dalam proses kerja dan pengambilan keputusan strategis (Kettunen & Kallio, 

2019). 

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor publik sering kali menghadapi 

hambatan struktural dan kultural. Keterbatasan kompetensi digital aparatur, rigiditas birokrasi, serta budaya kerja 

yang kurang adaptif menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan inisiatif digital pemerintah (Mergel et 

al., 2019; Susanto & Aljoza, 2015). Selain itu, rendahnya kemampuan organisasi publik dalam merespons 
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perubahan lingkungan secara cepat menunjukkan bahwa adopsi teknologi tanpa disertai penguatan kapabilitas 

strategis SDM berpotensi menghasilkan kegagalan transformasi dan inefisiensi organisasi (Vial, 2019). 

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transformasi digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses 

teknologis, melainkan sebagai perubahan organisasi yang menuntut kemampuan kognitif, adaptif, dan strategis 

sumber daya manusia. Oleh karena itu, konsep digital intelligence dan agilitas strategis menjadi semakin relevan 

dalam kajian MSDM sektor publik. Digital intelligence merefleksikan kemampuan individu dan organisasi dalam 

memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan teknologi digital secara efektif, etis, dan bertanggung jawab untuk 

mencapai tujuan organisasi (Park, 2019; Van Laar et al., 2017). 

Sementara itu, agilitas strategis mengacu pada kapasitas organisasi untuk menyesuaikan strategi, struktur, dan 

proses secara cepat dan fleksibel dalam merespons perubahan lingkungan internal maupun eksternal (Teece et al., 

2016). Dalam konteks sektor publik, agilitas strategis menjadi krusial karena organisasi pemerintah dihadapkan 

pada tuntutan kebijakan yang berubah cepat, tekanan akuntabilitas publik, serta keterbatasan sumber daya (Doz & 

Kosonen, 2010). MSDM publik yang agile mampu melakukan penyesuaian perencanaan SDM, pengembangan 

kompetensi, serta manajemen kinerja secara adaptif sesuai dinamika lingkungan strategis. 

Integrasi digital intelligence dan agilitas strategis diyakini dapat memperkuat peran MSDM publik dalam 

menciptakan organisasi pemerintah yang adaptif dan berorientasi kinerja. Aparatur dengan kecerdasan digital yang 

tinggi lebih mampu memanfaatkan data, teknologi, dan sistem informasi sebagai dasar pengambilan keputusan 

strategis, sehingga mendukung terciptanya agilitas organisasi (Teece et al., 2016). Dengan demikian, 

pengembangan digital intelligence tidak hanya meningkatkan kapasitas individual aparatur, tetapi juga menjadi 

fondasi bagi terbentuknya agilitas strategis MSDM sektor publik dalam menghadapi tantangan transformasi digital 

yang berkelanjutan. 

2. Kajian Teoritis 

2.1 Mutu Pelayanan Kesehatan 

Mutu pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian pelayanan yang diberikan oleh fasilitas 

kesehatan dengan standar profesional yang berlaku, serta kemampuan layanan tersebut dalam memenuhi 

kebutuhan, harapan, dan keselamatan pasien. Konsep mutu pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada 

keberhasilan tindakan klinis, tetapi juga mencakup aspek non-klinis seperti efisiensi proses pelayanan, kejelasan 

prosedur, ketersediaan sarana prasarana, serta kualitas interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien. Dengan 

demikian, mutu pelayanan merupakan konsep multidimensional yang merepresentasikan kinerja sistem pelayanan 

kesehatan secara menyeluruh. 

Kerangka klasik yang banyak digunakan dalam kajian mutu pelayanan kesehatan adalah model struktur proses 

outcome yang dikemukakan oleh Donabedian. Dalam model ini, struktur mencakup sumber daya fisik, SDM, dan 

sistem organisasi; proses mencakup bagaimana pelayanan diberikan; sedangkan outcome mencerminkan hasil 

pelayanan, termasuk status kesehatan dan kepuasan pasien. Meskipun dikembangkan beberapa dekade lalu, model 

ini tetap relevan dalam konteks pelayanan kesehatan modern dan sering digunakan sebagai dasar evaluasi mutu 

layanan kesehatan primer dan rujukan (Ayanian & Markel, 2022; Kruk et al., 2023). 

Dalam pelayanan kesehatan primer, mutu pelayanan memiliki peran strategis karena menentukan efektivitas 

sistem rujukan, kesinambungan perawatan, dan keberhasilan upaya promotif-preventif. Mutu pelayanan yang baik 

di Puskesmas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong kepatuhan pasien terhadap pengobatan, 

serta memperkuat peran Puskesmas sebagai penjaga gerbang (gatekeeper) sistem kesehatan nasional (Braithwaite 

et al., 2020; Levesque et al., 2021). Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan Puskesmas menjadi agenda 

prioritas dalam reformasi sistem kesehatan, khususnya dalam kerangka JKN. 

2.2 Konsep Kepuasan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan 

Kepuasan pasien merupakan respon subjektif pasien terhadap pengalaman pelayanan kesehatan yang diterimanya, 

yang muncul dari perbandingan antara harapan sebelum menerima pelayanan dan persepsi terhadap pelayanan 

yang dirasakan. Kepuasan pasien tidak hanya mencerminkan penilaian terhadap hasil pelayanan, tetapi juga 

mencerminkan persepsi terhadap proses pelayanan dan kualitas interaksi dengan penyedia layanan kesehatan. 
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Dalam konteks pelayanan kesehatan publik, kepuasan pasien dipandang sebagai indikator kinerja layanan yang 

penting karena mencerminkan sejauh mana layanan kesehatan mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi 

masyarakat. Literatur mutakhir menyatakan bahwa kepuasan pasien bersifat multidimensional dan dipengaruhi 

oleh faktor teknis (ketepatan diagnosis dan terapi), faktor interpersonal (komunikasi dan empati tenaga kesehatan), 

serta faktor administratif (waktu tunggu, kemudahan prosedur, dan kejelasan informasi) (Batbaatar et al., 2021; 

Manzoor et al., 2022). 

Selain itu, paradigma pelayanan kesehatan modern menempatkan patient experience sebagai komponen utama 

dalam penilaian kepuasan pasien. Pengalaman pasien mencakup seluruh rangkaian interaksi pasien dengan sistem 

kesehatan, mulai dari pendaftaran hingga tindak lanjut pelayanan. Faktor-faktor seperti lamanya waktu tunggu, 

kemudahan akses layanan, keramahan petugas, dan transparansi informasi terbukti memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepuasan pasien (Doyle et al., 2020; Wolf et al., 2021). Dalam sistem JKN, kepuasan peserta 

BPJS Kesehatan menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan kebijakan pembiayaan kesehatan nasional 

dan kualitas implementasi pelayanan kesehatan primer (Mulyadi et al., 2022; Saputra & Hidayah, 2024). 

2.3 Dimensi Mutu Pelayanan (Service Quality) dalam Layanan Kesehatan 

Pendekatan service quality banyak digunakan untuk mengukur mutu pelayanan kesehatan dari perspektif pasien. 

Pendekatan ini menekankan kesesuaian antara layanan yang diharapkan pasien dengan layanan yang benar-benar 

dirasakan. Dalam pelayanan kesehatan primer, mutu pelayanan tidak hanya diukur dari aspek klinis, tetapi juga 

dari kualitas layanan non-medis yang langsung dirasakan pasien. 

Dimensi mutu pelayanan dalam layanan kesehatan umumnya meliputi aspek fisik fasilitas (tangible), keandalan 

pelayanan (reliability), daya tanggap petugas (responsiveness), jaminan kompetensi dan keamanan (assurance), 

serta empati tenaga kesehatan (empathy). Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa dimensi keandalan 

dan daya tanggap merupakan determinan utama kepuasan pasien rawat jalan, terutama dalam sistem layanan 

berbasis asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan, di mana volume pasien relatif tinggi dan efisiensi pelayanan 

menjadi perhatian utama (Ahmed et al., 2020; Rahim et al., 2023). 

Selain itu, empati tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam membangun hubungan terapeutik antara pasien 

dan penyedia layanan. Sikap empatik dapat meningkatkan rasa percaya, kenyamanan, dan kepuasan pasien, 

terutama di fasilitas pelayanan primer yang melayani masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang 

beragam (Pomey et al., 2020; Alharbi et al., 2022). Dengan demikian, mutu pelayanan kesehatan harus dipahami 

sebagai kombinasi antara kualitas teknis dan kualitas relasional. 

2.4 Transformasi Digital dalam Pelayanan Kesehatan Primer 

Transformasi digital kesehatan merujuk pada proses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mentransformasi cara layanan kesehatan direncanakan, diberikan, dan dievaluasi. Dalam pelayanan kesehatan 

primer, transformasi digital diwujudkan melalui penerapan sistem informasi kesehatan, rekam medis elektronik, 

layanan pendaftaran daring, sistem antrean digital, serta pemanfaatan aplikasi kesehatan berbasis seluler (Agarwal 

et al., 2020; Sheikh et al., 2021). 

Secara teoretis, digitalisasi layanan kesehatan berperan sebagai enabler peningkatan mutu pelayanan karena 

mampu mempercepat alur pelayanan, mengurangi kesalahan administratif, meningkatkan kontinuitas informasi 

pasien, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan (Bally & Cesuroglu, 2020; Kraus et al., 2021). 

Dalam konteks Puskesmas, digitalisasi juga berpotensi mengurangi beban administratif tenaga kesehatan sehingga 

mereka dapat lebih fokus pada pelayanan klinis. 

Namun, literatur juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan 

organisasi, kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta dukungan kebijakan dan 

kepemimpinan (van Gemert-Pijnen et al., 2021; Greenhalgh et al., 2023). Tanpa kesiapan tersebut, digitalisasi 

justru dapat menimbulkan hambatan baru dalam pelayanan. 
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2.5 Rekam Medis Elektronik dan Mutu Pelayanan 

Rekam Medis Elektronik (Electronic Medical Record/EMR) merupakan komponen inti dari sistem informasi 

kesehatan digital yang berfungsi sebagai sarana dokumentasi klinis, komunikasi antar tenaga kesehatan, serta 

pendukung pengambilan keputusan klinis. Secara teoretis, EMR berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan 

melalui peningkatan akurasi dan kelengkapan data, kesinambungan perawatan, serta efisiensi proses pelayanan 

(Adler-Milstein & Pfeifer, 2022; Ratwani et al., 2023). 

Di layanan kesehatan primer, penerapan EMR memungkinkan integrasi informasi pasien lintas kunjungan, 

mempercepat proses pelayanan, serta mengurangi duplikasi pencatatan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa 

penggunaan EMR di fasilitas kesehatan primer mampu mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan 

koordinasi pelayanan antar tenaga kesehatan. Namun, tantangan seperti beban kerja tambahan, resistensi 

pengguna, dan keterbatasan pelatihan masih sering ditemukan, terutama di fasilitas kesehatan dengan sumber daya 

terbatas (Khairat et al., 2020; Nguyen et al., 2022). 

2.6 Aplikasi Digital dan Kepuasan Pasien 

Aplikasi layanan kesehatan berbasis seluler memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman pasien 

modern. Dalam konteks sistem JKN, aplikasi Mobile JKN dan sistem antrean digital mengubah pola interaksi 

peserta BPJS dengan fasilitas kesehatan, khususnya pada tahap pra-pelayanan dan administrasi. Akses digital 

memungkinkan pasien memperoleh informasi layanan, melakukan pendaftaran, serta mengelola waktu kunjungan 

secara lebih fleksibel (Ventola, 2021; Sun et al., 2022). 

Teori technology acceptance menjelaskan bahwa kepuasan pengguna terhadap aplikasi kesehatan dipengaruhi oleh 

persepsi kemudahan penggunaan, kegunaan, keandalan, dan keamanan sistem. Ketika aplikasi dianggap mudah 

digunakan dan memberikan manfaat nyata, tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna akan meningkat 

(Venkatesh et al., 2021; Talukder et al., 2022). Studi di layanan kesehatan primer menunjukkan bahwa kualitas 

layanan digital berhubungan positif dengan kepuasan pasien serta niat untuk menggunakan kembali layanan 

kesehatan yang sama (Alam et al., 2023; Raza et al., 2024). 

2.7 Hubungan Mutu Pelayanan, Digitalisasi, dan Kepuasan Peserta BPJS 

Secara teoretis, hubungan antara mutu pelayanan dan kepuasan pasien bersifat langsung dan positif. Mutu 

pelayanan yang baik akan meningkatkan persepsi nilai layanan dan menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih 

tinggi. Namun, dalam konteks pelayanan kesehatan berbasis digital, digitalisasi berpotensi bertindak sebagai 

variabel mediator atau moderator yang memperkuat hubungan tersebut. 

Digitalisasi yang efektif dapat meningkatkan keandalan dan responsivitas pelayanan, memperbaiki pengalaman 

pasien, serta mengurangi friksi administratif. Sebaliknya, digitalisasi yang tidak optimal dapat menurunkan 

kepuasan pasien meskipun mutu pelayanan klinis tergolong baik. Oleh karena itu, mutu pelayanan dan digitalisasi 

perlu dipahami sebagai dua elemen yang saling melengkapi dalam membentuk kepuasan peserta BPJS Kesehatan 

(Lupton, 2020; Shaw et al., 2022; Rahman et al., 2024). 

Kerangka konseptual ini menegaskan bahwa peningkatan kepuasan peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas tidak 

hanya ditentukan oleh mutu pelayanan konvensional, tetapi juga oleh kualitas implementasi teknologi digital yang 

mendukung pelayanan rawat jalan. 

3. Metode Penelitian 

3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada protokol 

PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pendekatan SLR dipilih 

karena mampu menyajikan sintesis bukti ilmiah secara sistematis, transparan, dan replikatif terkait hubungan mutu 

pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan dalam konteks pelayanan rawat jalan 

Puskesmas, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan kesehatan. 



 Febbryanti Findayani1, Nur Mia2, Muhammad Suriyadarman Rianse3, Ayu Naningsih4 

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2026 

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5351 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

10733 

 

 

SLR ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan empiris dari berbagai 

penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai variabel, pendekatan, serta 

kecenderungan hasil penelitian pada topik yang dikaji. 

3.2 Strategi Pencarian Literatur 

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis pada beberapa basis data ilmiah bereputasi, yaitu PubMed, Scopus, 

ScienceDirect, dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Pemilihan database tersebut didasarkan pada relevansinya 

dalam menyediakan publikasi ilmiah di bidang kesehatan masyarakat, manajemen pelayanan kesehatan, serta 

transformasi digital kesehatan, baik pada konteks internasional maupun nasional Indonesia. 

Kata kunci pencarian disusun menggunakan kombinasi kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

untuk meningkatkan sensitivitas pencarian, yaitu: 

• “BPJS Kesehatan” 

• “mutu pelayanan kesehatan” 

• “patient satisfaction” 

• “service quality” 

• “digital health” 

• “primary health care” 

• “Puskesmas” 

Kata kunci tersebut dikombinasikan menggunakan operator Boolean AND dan OR sesuai dengan karakteristik 

masing-masing database. 

3.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Untuk memastikan relevansi dan kualitas literatur yang dianalisis, penelitian ini menetapkan kriteria inklusi dan 

eksklusi sebagai berikut: 

Kriteria Inklusi: 

1. Artikel penelitian empiris (kuantitatif, kualitatif, atau mixed methods). 

2. Artikel yang dipublikasikan pada rentang waktu 2018–2025. 

3. Fokus pada mutu pelayanan kesehatan dan/atau kepuasan pasien atau peserta BPJS Kesehatan. 

4. Konteks pelayanan kesehatan primer atau rawat jalan, khususnya di Puskesmas atau fasilitas kesehatan 

tingkat pertama. 

5. Menyinggung aspek digitalisasi, sistem informasi kesehatan, EMR, aplikasi kesehatan, atau teknologi 

pelayanan kesehatan. 

6. Artikel tersedia dalam teks lengkap (full text) dan dapat diakses. 

Kriteria Eksklusi: 

1. Artikel berupa editorial, opini, komentar, atau laporan non-penelitian. 
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2. Artikel yang tidak relevan dengan konteks BPJS Kesehatan atau pelayanan kesehatan primer. 

3. Artikel yang tidak membahas mutu pelayanan atau kepuasan pasien sebagai variabel utama. 

4. Duplikasi publikasi dari database yang berbeda. 

3.4 Proses Seleksi Literatur 

Proses seleksi literatur dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan alur PRISMA 2020, yaitu: 

1. Identifikasi: seluruh artikel yang diperoleh dari hasil pencarian awal pada masing-masing database 

dikumpulkan dan digabungkan. 

2. Penyaringan awal (screening): duplikasi artikel dihapus, kemudian judul dan abstrak ditelaah untuk 

menilai kesesuaian dengan topik kajian. 

3. Kelayakan (eligibility): artikel yang lolos tahap penyaringan awal ditelaah secara penuh (full-text review) 

untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi. 

4. Inklusi: artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dimasukkan dalam analisis akhir. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Artikel yang terpilih dianalisis menggunakan content analysis dengan pendekatan tematik. Analisis dilakukan 

melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. Ekstraksi data, meliputi penulis, tahun publikasi, lokasi penelitian, desain penelitian, variabel yang dikaji, 

metode analisis, serta temuan utama. 

2. Pengelompokan tema, dengan mengidentifikasi pola-pola utama terkait mutu pelayanan, kepuasan 

peserta BPJS, serta peran teknologi dan digitalisasi layanan kesehatan. 

3. Sintesis temuan, yaitu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian untuk memperoleh gambaran 

komprehensif mengenai hubungan antar variabel yang dikaji. 

Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel sintesis literatur guna memudahkan pemahaman 

serta perbandingan antar penelitian. 

3.6 Validitas dan Keandalan Kajian 

Untuk meningkatkan validitas dan keandalan kajian, proses seleksi dan analisis literatur dilakukan secara 

sistematis dan konsisten berdasarkan protokol yang telah ditetapkan. Selain itu, penggunaan berbagai database dan 

kombinasi kata kunci diharapkan dapat meminimalkan bias publikasi serta memperluas cakupan literatur yang 

relevan. 

4.  Hasil dan Diskusi 

4.1 Gambaran Umum Hasil Seleksi Literatur 

Berdasarkan proses Systematic Literature Review menggunakan protokol PRISMA 2020, artikel-artikel yang 

dianalisis menunjukkan bahwa kajian mengenai mutu pelayanan dan kepuasan pasien BPJS Kesehatan didominasi 

oleh penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Sebagian besar penelitian menggunakan instrumen 

pengukuran mutu pelayanan berbasis service quality (SERVQUAL atau modifikasinya), sedangkan kepuasan 

pasien diukur melalui persepsi pengalaman layanan rawat jalan. 

Literatur juga menunjukkan tren peningkatan penelitian yang mengaitkan mutu pelayanan dengan pemanfaatan 

teknologi digital, khususnya sejak tahun 2020. Fokus utama digitalisasi meliputi penerapan rekam medis 

elektronik, sistem antrean digital, serta aplikasi layanan kesehatan berbasis seluler, termasuk Mobile JKN. 
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Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa transformasi digital menjadi faktor penting dalam evaluasi mutu 

pelayanan kesehatan primer di era JKN (Agarwal et al., 2020; Greenhalgh et al., 2023; Pratama & Hidayat, 2024). 

4.2 Hubungan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dengan Kepuasan Peserta BPJS 

Hasil sintesis literatur menunjukkan secara konsisten bahwa mutu pelayanan rawat jalan memiliki hubungan 

positif dan signifikan dengan tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan. Penelitian-penelitian di Puskesmas dan 

fasilitas kesehatan tingkat pertama menunjukkan bahwa pasien BPJS cenderung merasa puas apabila pelayanan 

yang diterima sesuai dengan harapan mereka, baik dari aspek klinis maupun non-klinis. 

Dimensi mutu pelayanan seperti keandalan pelayanan, daya tanggap petugas, dan jaminan kompetensi tenaga 

kesehatan muncul sebagai faktor dominan dalam meningkatkan kepuasan pasien rawat jalan (Ahmed et al., 2020; 

Batbaatar et al., 2021; Nurhayati & Prakoso, 2024). Selain itu, empati dan komunikasi tenaga kesehatan juga 

terbukti berperan penting dalam membangun kepuasan pasien, khususnya pada layanan kesehatan primer yang 

melayani masyarakat secara berkelanjutan (Pomey et al., 2020; Alharbi et al., 2022). 

Dalam konteks BPJS Kesehatan, mutu pelayanan menjadi isu sensitif karena peserta sering menghadapi stigma 

pelayanan yang dianggap lebih lambat atau kurang responsif dibandingkan pasien umum. Literatur menunjukkan 

bahwa ketika mutu pelayanan di Puskesmas mampu dikelola dengan baik, perbedaan persepsi antara pasien BPJS 

dan non-BPJS dapat diminimalkan, sehingga tingkat kepuasan peserta meningkat secara signifikan (Lestari et al., 

2021; Wahyuni et al., 2023). 

4.3 Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Rawat Jalan 

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan kesehatan berkontribusi langsung terhadap peningkatan 

mutu pelayanan rawat jalan, terutama pada aspek efisiensi proses, kecepatan layanan, dan akurasi administrasi. 

Implementasi teknologi seperti rekam medis elektronik dan sistem informasi Puskesmas memungkinkan tenaga 

kesehatan mengakses data pasien secara lebih cepat dan terintegrasi, sehingga mengurangi waktu tunggu dan 

potensi kesalahan pencatatan (Adler-Milstein & Pfeifer, 2022; Ratwani et al., 2023). 

Beberapa penelitian melaporkan bahwa penggunaan sistem antrean digital di Puskesmas mampu menurunkan 

waktu tunggu pasien secara signifikan dan meningkatkan persepsi keteraturan pelayanan (Novita et al., 2023; 

Rahman et al., 2024). Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kepuasan peserta BPJS, yang sebelumnya 

sering mengeluhkan lamanya antrean pada layanan rawat jalan. 

Selain itu, digitalisasi juga memperkuat dimensi reliability dan responsiveness dalam mutu pelayanan. Sistem 

digital memungkinkan proses pelayanan berjalan lebih konsisten, terstandar, dan dapat dipantau, sehingga 

meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan yang diberikan (Kraus et al., 2021; Shaw et al., 2022). 

4.4 Pengaruh Aplikasi Mobile JKN terhadap Kepuasan Peserta 

Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa aplikasi Mobile JKN berperan penting dalam membentuk 

pengalaman layanan peserta BPJS Kesehatan, khususnya pada tahap pra-pelayanan. Melalui Mobile JKN, peserta 

dapat melakukan pendaftaran, mengambil nomor antrean, serta memperoleh informasi layanan tanpa harus datang 

langsung ke Puskesmas. 

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, keandalan sistem, dan kejelasan 

informasi pada Mobile JKN berhubungan positif dengan tingkat kepuasan peserta BPJS (Setiawan et al., 2022; 

Sari et al., 2024; Raza et al., 2024). Aplikasi ini membantu mengurangi beban administratif di fasilitas kesehatan 

sekaligus meningkatkan persepsi efisiensi layanan di mata pasien. 

Namun demikian, beberapa studi juga mencatat bahwa manfaat Mobile JKN belum dirasakan secara merata, 

terutama di wilayah dengan keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital masyarakat. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada konteks wilayah dan kesiapan pengguna 

(Ventola, 2021; Alam et al., 2023). 

4.5 Tantangan Implementasi Digitalisasi di Puskesmas 

Meskipun digitalisasi terbukti meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien, hasil kajian menunjukkan 

adanya berbagai tantangan dalam implementasinya, khususnya di Puskesmas wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan 

terluar). Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, 

serta resistensi terhadap perubahan sistem kerja (Handayani et al., 2021; Nguyen et al., 2022; Greenhalgh et al., 

2023). 



 Febbryanti Findayani1, Nur Mia2, Muhammad Suriyadarman Rianse3, Ayu Naningsih4 

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2026 

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5351 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

10736 

 

 

Beberapa penelitian melaporkan bahwa beban kerja tenaga kesehatan justru meningkat pada tahap awal 

implementasi EMR akibat proses adaptasi dan kebutuhan pengisian data yang lebih rinci. Apabila tidak diimbangi 

dengan dukungan manajerial dan kebijakan yang memadai, digitalisasi berpotensi menurunkan kepuasan tenaga 

kesehatan dan secara tidak langsung memengaruhi mutu pelayanan kepada pasien (Khairat et al., 2020; Rahman 

et al., 2024). 

4.6 Diskusi Teoretis 

Secara teoretis, temuan kajian ini memperkuat pandangan bahwa mutu pelayanan merupakan determinan utama 

kepuasan pasien, sebagaimana dijelaskan dalam teori service quality dan model Donabedian. Namun, dalam 

konteks pelayanan kesehatan modern, mutu pelayanan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh 

kualitas sistem digital yang mendukung pelayanan. 

Digitalisasi layanan kesehatan dapat dipahami sebagai variabel mediator atau moderator yang memperkuat 

hubungan antara mutu pelayanan dan kepuasan peserta BPJS. Mutu pelayanan yang tinggi akan menghasilkan 

kepuasan yang optimal apabila didukung oleh sistem digital yang andal, mudah digunakan, dan terintegrasi. 

Sebaliknya, digitalisasi yang buruk dapat melemahkan hubungan tersebut meskipun mutu pelayanan klinis 

tergolong baik (Lupton, 2020; Shaw et al., 2022; Talukder et al., 2022). 

4.7 Implikasi Praktis 

Hasil kajian ini memiliki implikasi praktis bagi pengelola Puskesmas, BPJS Kesehatan, dan pembuat kebijakan. 

Pertama, peningkatan mutu pelayanan rawat jalan harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan aspek 

klinis, administratif, dan digital. Kedua, implementasi teknologi digital perlu disertai dengan peningkatan 

kapasitas SDM dan dukungan infrastruktur, khususnya di wilayah 3T. Ketiga, evaluasi kepuasan peserta BPJS 

perlu memasukkan indikator pengalaman layanan digital sebagai bagian dari penilaian mutu pelayanan kesehatan. 

5.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian literatur sistematis, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi layanan kesehatan berperan 

signifikan dalam memperkuat hubungan antara mutu pelayanan rawat jalan dan tingkat kepuasan peserta BPJS 

Kesehatan, khususnya pada konteks pelayanan kesehatan primer di Puskesmas. Mutu pelayanan yang mencakup 

aspek keandalan, daya tanggap, jaminan kompetensi, empati, serta ketersediaan sarana pendukung terbukti 

menjadi determinan utama kepuasan peserta BPJS. Namun, pada era transformasi digital, mutu pelayanan tersebut 

semakin dipersepsikan melalui kualitas sistem dan layanan berbasis teknologi. Penerapan sistem antrean 

elektronik, rekam medis elektronik (Electronic Medical Record/EMR), serta aplikasi Mobile JKN terbukti 

meningkatkan efisiensi proses pelayanan, mengurangi waktu tunggu, memperbaiki akurasi dan kontinuitas 

informasi pasien, serta meningkatkan transparansi dan keteraturan layanan. Digitalisasi juga berkontribusi pada 

peningkatan kepercayaan peserta BPJS terhadap layanan publik kesehatan, karena proses pelayanan menjadi lebih 

terstandar, mudah diakses, dan dapat dipantau secara jelas oleh pengguna layanan. Kajian ini juga menunjukkan 

bahwa digitalisasi layanan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung administratif, tetapi dapat 

diposisikan sebagai faktor penguat (mediator atau moderator) dalam hubungan antara mutu pelayanan dan 

kepuasan pasien. Mutu pelayanan klinis yang baik akan menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih optimal apabila 

didukung oleh sistem digital yang andal, mudah digunakan, dan terintegrasi. Sebaliknya, keterbatasan 

infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta ketidaksiapan sumber daya manusia terutama di wilayah 3T dapat 

menghambat manfaat digitalisasi dan berpotensi melemahkan persepsi kepuasan peserta BPJS Kesehatan. Dengan 

demikian, peningkatan kepuasan peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas tidak dapat hanya mengandalkan 

perbaikan aspek pelayanan konvensional, tetapi harus diiringi dengan penguatan transformasi digital yang 

berkelanjutan. Upaya ini memerlukan dukungan kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta 

pemerataan infrastruktur teknologi agar manfaat digitalisasi layanan kesehatan dapat dirasakan secara adil oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 
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